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GUBERN UR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : =1 - 1 TAHUN 2017

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2)
Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2010 tentang Upah
Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Un Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
ig%gﬁmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
gg%giambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5747);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun
2004 tentang Dewan Pengupahan;

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13
Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan

Pencapaian Hidup Layak;

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.7/MEN/X/2012 tentang Upah Minimum;



9. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2010 tentang Upah
Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah
Provinsi NTB Tahun 2010 Nomor 110);

MEMUTUSEKAN :

Menetapkan :

KESATU :Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018
adalah sebesar Rp1.825.000 (satu juta delapan ratus dua
puluh lima ribu rupiah) per bulan.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2018.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal - - e

GUBERNUR NUS \FENGGARA BARAT,




KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : sg| - gg¢ TAHUN 2017

TENTANG
UPAH MINIMUM KOTA MATARAM TAHUN 2018
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang :@: a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 89 Ayat (3) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum
Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur dengan
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan
Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota ;

b. bahwa sesuai Surat Walikota Mataram Nomor: 560/263.d/
Disnaker/X1/2017, tanggal 7 November 2017 perihal
Usul Penetapan Upah Minimum Kota Mataram Tahun
2018 sebesar Rpl.863.524 (Satu juta delapan ratus
enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat
rupiah);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Upah Minimum Kota Mataram Tahun
2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor © Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5747);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang
Dewan Pengupahan;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan
Tahapan Pencapaian Hidup Layak;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER-7/MEN/X/2013 tentang Upah Minimum;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi NTB (Lembaran Daerah
Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

: Upah Minimum Kota Mataram Tahun 2018 sebesar
Rpl1.863.524,- (satu juta delapan ratus enam puluh tiga
ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) per bulan.

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2018.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal . 28 - tavember -
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GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR :g¢f - gg3  TAHUN 2017

TENTANG
UPAH MINIMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2018
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menmimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 89 Ayat (3) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum
Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur dengan
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan
Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota ;

b. bahwa  sesuai Surat Bupati Lombok Utara Nomor:
561/234/KLU/2017, tanggal 7 November 2017 perihal
Usulan Upah Minimum Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2018 sebesar Rpl.883.000 (Satu juta delapan
ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten Lombok
Utara Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679},



Menetapkan
KESATU

KEDUA

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5747);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 604 1);

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang
Dewan Pengupahan,

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan
Tahapan Pencapaian Hidup Layak;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER-7 /MEN/X/2013 tentang Upah Minimum,;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi NTB (Lembaran Daerah
Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

: Upah Minimum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018
sebesar Rpl1.883.000 (saiu juta delapan ratus delapan puluh
tiga ribu rupiah) per bulan.

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2018.

Ditetapkan di Mataram




___GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR :s¢| -gag TAHUN 2017

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN DOMPU TAHUN 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 89 Ayat (3) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum
Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur dengan
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan
Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota ;

bahwa sesuai Surat Bupati Dompu Nomor: 460/560/
Disnakertran /2017, tanggal 9 November 2017 perihal
Usulan Upah Minimum Kabupaten Dompu Tahun 2018
sebesar Rpl.850.000 (Satu juta delapan ratus lima
puluh ribu rupiah};

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten Dompu
Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahy¥® Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5747);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang
Dewan Pengupahan;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan
Tahapan Pencapaian Hidup Layak;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER-7 /MEN/X/2013 tentang Upah Minimum,;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi NTB (Lembaran Daerah
Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

: Upah Minimum Kabupaten Dompu Tahun 2018 sebesar
Rp1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
per bulan.

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2018.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 28 - Hovember - 20y
P T




GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 6¢1 - g»g TAHUN 2017

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2018

Menimbang

Mengingat

[

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi dan Upah
Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur
dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan
Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota ;

bahwa sesuai Surat Bupati Kabupaten Lombok Barat
Nomor: 900/752/Disnaker/2017, tanggal 14 November
2017 perihal Usulan Upah Minimum Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2018 sebesar Rp1.827.000 (Satu
juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten Lombok
Barat Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentulkan
Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomeor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomeor 237, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5747),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041},

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang
Dewan Pengupahan;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan
Tahapan Pencapaian Hidup Layak;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER-7/MEN/X/2013 tentang Upah Minimum;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi NTB (Lembaran Daerah
Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

. Upah Minimum Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018
sebesar Rpl.827.000 (satu juta delapan ratus dua puluh
tujuh ribu rupiah) per bulan.

. Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2018.

Ditetapkan di Mataram




KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : £¢( - gzg TAHUN 2017

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

_ bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum
Kabupaten/Kota ditetapkan oleh  Gubernur dengan
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan
Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota ;

_bahwa sesuai Surat Bupati Lombok Timur Nomor: 560/

1140/02.TKT/X1/2017, tanggal 17 November 2017 perihal
Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2018 sebesar Rp1.831.000 (Satu juta delapan ratus
tiga puluh satu ribu rupiah);

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten Lombok
Timur Tahun 2018,

. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Baratl dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 1135, Tambahan Lemburun
Negara Republik Indoriesia Nomor LY,

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

f_ﬂ

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5747);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 604 1);

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang
Dewan Pengupahan;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan
Tahapan Pencapaian Hidup Layak;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER-7/MEN/X/2013 tentang Upah Minimum,;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi NTB (Lembaran Daerah
Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

. Upah Minimum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018

sebesar Rpl.831.000 (satu juta delapan ratus tiga puluh
satu ribu rupiah) per bulan.

. Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2018.

Ditetapkan di Mataram




KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : Sey --953 TAHUN 2017

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018

Menimbang

Mengingat

-

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Ayat (3]

Undang-Undang Nomeor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi dan Upah
Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur dengan
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan
Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;

bahwa sesuai Surat Bupati Sumbawa Barat Nomor: 560/ 1386/
Nakertrans,/X1/2017, tanggal 2 November 2017 perihal Usulan
Upah Minimum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018
sebesar Rp2.000.000 (Dua juta rupiahy);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2018,

. Undang-Undang Nomor &4 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1649),

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};



Menetapkan
KESATU

KEDUA

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5747);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 604 1);

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang
Dewan Pengupahan;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan
Tahapan Pencapaian Hidup Layak;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER-7/MEN/X /2013 tentang Upah Minimum,;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi NTB (Lembaran Daerah
Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

: Upah Minimum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018
sebesar Rp2.000.000 (Dua juta rupiah) per bulan.

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2018.

Ditetapkan di Mataram




GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

Mengingat

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : et -936 TAHUN 2017

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018

=2

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum
Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur dengan
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan
Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota ;

bahwa sesuai Surat Bupati Sumbawa Nomor: 561/795/
Nakertrans/2017, tanggal 13 November 2017 perihal Rekomendasi
Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sumbawa
Tahun 2018 sebesar Rp1.850.000 (Satu juta delapan ratus
lima puluh ribu rupiahj;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten Sumbawa
Tahun 2018.

. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pemnbentukan

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679},



Menetapkan
KESATU

KEDUA

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5747);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang
Dewan Pengupahan;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan
Tahapan Pencapaian Hidup Layak;

Peraturan Menten Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER-7/MEN/X /2013 tentang Upah Minimum;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi NTB (Lembaran Daerah
Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

¢ Upah Minimum Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 sebesar
Rpl.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
per bulan.

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2018,

Ditetapkan di Mataram




GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: s¢) - 929 TAHUN 2017

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2018

£

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi dan Upah
Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur
dengan memperhatikan rekomendasi dan Dewan
Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota ;

bahwa sesuai Surat Bupati Kabupaten Bima Nomor:
049/007/06.4/2017, tanggal 17 Oktober 2017 perihal
Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Bima (UMK)
Tahun 2018 sebesar Rpl1.941.696 (Satu juta sembilan
ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh
enam rupiah);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten Bima
Tahun 2018,

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679),



Menetapkan
KESATU

KEDUA

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5747},

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 604 1});

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang
Dewan Pengupahan,;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan
Tahapan Pencapaian Hidup Layak;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER-7/MEN/X/2013 tentang Upah Minimum;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi NTB (Lembaran Daerah
Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

. Upah Minimum Kabupaten Bima Tahun 2018 sebesar
Rpl1.941.696 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu
ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) per bulan.

. Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2018.

Ditetapkan di Mataram




GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR:gg\ -gzy TAHUN 2017

TENTANG

UPAH MINIMUM KOTA BIMA TAHUN 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Avat (3)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi dan Upah
Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur
dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan
Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota ;

bahwa sesuai Surat Walikota Bima Nomor: 560/717/XI/
2017, tanggal 15 November 2017 perihal Usulan Upah
Minimum Kota Bima Tahun 2018 sebesar Rp1.850.000
(Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan hurufl b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Upah Minimum Kota Bima Tahun
2018.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomoar 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang

Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5747);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang

Dewan Pengupahan;

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan
Tahapan Pencapaian Hidup Layak;

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

PER-7/MEN/X/2013 tentang Upah Minimum;

9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor

11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi NTB (Lembaran Daerah
Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

: Upah Minimum Kota Bima Tahun 2018 sebesar

Rp1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu
rupiah) per bulan.

¢ Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

1 Januari 2018,

Ditetapkan di Mataram

_~VeSemer - 2013
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GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR :g¢ TAHUN 2017

~934
TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2018

Menimbang :

Mengingat

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Ayat (3)

Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi dan Upah
Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur dengan
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan
Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota ;

. bahwa sesuai Surat Bupati Lombok Tengah Nomor: 890/27¢

umum/2017, tanggal 13 November 2017 perihal Rekomendasi
Usulan Upah Minimum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018
sebesar Rpl.832.500 (Satu juta delapan ratus tiga puluh
dua ribu lima ratus rupiah);

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksid

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2018,

. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentuk:n

Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negasra Republik Indones a
Tahun 1958 Nomor 115, Tambaharn Lembaran Negara
Republil: Indonesia Nomor 1649);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentarg

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesa
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negaia
Republik Indonesia Nomor 4279);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);




Menetapkan :
KESATU

KEDUA

. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang

Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5747);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia
Nomor 6041);

- Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang

Dewan Pengupahan;

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13

Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan
Pencapaian Hidup Layak;

. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dar Transmigrasi Nomor

PER-7/MEN/X/2013 tentang Upah Minimum;

. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

: Upah Minimum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 sebesar
Rp1.832.500 (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lia
ratus rupiah) per bulan.

: Keputusan Gubemnur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan d: ) _Eta:am
pade 1818eal 4 s Opsmber - Tebun - 2017




